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Provinsi
	Palu
	Donggala
	Tolitoli
	Buol
	Sigi
	Morowali Utara
	
Parigi Moutong
	Poso
	Morowali
	Tojo Una-una
	Banggai
	Banggai Kepulauan
	
Banggai Laut
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DPD-Pemprdv Bahas Hasil Pemeriksaan BPK

DEWAN Perwakilan
Daerah (DPD) RI Komite
IV dan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah
menggelar Fokus Group
Discussion (FGD) dengan
Badan Pemeriksa Keuangan

Negara (BPK) Perwakilan
Sulawesi Tengah di ruang
Polibu Kantor Gubernur,
Rabu (11/7/2017). FGD ini
digelar sebagai tindaklanjut
ikhtiar hasil pemeriksaan
semester [ BPK Tahun 2016.

Kegiatan yang berte-
‘makan ‘Opinii Pengelolaan
Keuangan Negara yang
Objektif dan Berkualitas' ini
‘mengundang seluruh bupa-
ti/walik bupati se- Sulteng,
pimpinan Organisasi

Perangkat Daerah dan
akademisi.
Menindaklanjuti Undang
- Undang Dasar (UUD)
Negara Republik Indonesia

Baca BAHAS di Hal, 7
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BAHAS dar hal

Tahun 1945, pasal 22 D
dam 23 5 ayat 2 bata -
il pemeriksaan keuangan
acgara diserahikan kepada
Dewan Perwakilin Rakyat
(OPR) B dan DPD T ses-
ual kewenngannya antalk
ditindbanjud.
Selanjutnya disebur-
Ko DU Nomor 17 Tahun
2014 dalam pasal 249
ayat 1 tentang Majelis
Permusyawaratan Takyat
(MPR) R, DPR K, DPD RU
dan DPRD mengamantian
DaliwDPD menerimabasil
pemerlissanataskeuangan
Nogara dari BPK schagal
balian membuat pertim-
bangan texdabiap RUU yang
berkeitun dengan Anggaran
Pendapatan belanjaNegora
(APDN). Disampingitajuga
schagai bakan dalam me-
yusun hasil pengawasan
Staupelaksanaan UTAPDN,
Dalam rilisnya, DPD.
Rl telah menerima hasil
pemeriksann semester
(Haspem) T Tahun 2016
dari DK yang disampai-
Xan pada sdang paripuna
P pada (6/6,207) ol
Komite IV scbagaialat ke-
lengkapan DPD T vang
memilill ruang lingkup
ngasey
“Di bidang Anggaran
PendapatanBelanjaNegars
(APBI, paja permbangan
Seunganpusatdan daereh,
BPK, lembaga keuangan
serts Koperasi UMKM di-
wagskan utnuk memba
Lasiya.” kata Ketua Komite
IV DPD 1 Ajch Padindang
it ko Koutite

1 memhentuk tga tim
unfuk menindaklanjuti ke
Provinsl Sumatera Batat,
Kalimantan Timur, dan
Sulteng, Kegiatan dilak:
sanakan dalam bentuk
FGD hekerjasama dengir.
pemprov:

Ikhtisar Haspem se
mester 11 Tahun 2016 o
liputi 81 Laporan Huwil
Pemeriksanan (LITP) den
gan presentase 13 persen
pada Pemerintah Pusat
489 LHP atau 81 persen
pemda dan Badan Usahia
ik Daerah (BUMD) sert
34 atau 6 persen LEIP pada
Budan Usaba Milk Negara
(BUMN) danbadan ainnya.

Berdasarkan jenis pemer
saan LITP dimaksud ter
dir stas 9 LIP atay | persen
Keuangan, 416 LIIP dengan
presentase 53 persen kinerfa
dan 229 LITP arau 15 porsen.
dengan wjuan ettenta.

Sementara iy dalam
rangkuman data yang di-
impun menyebutkan, se-
cara utmm BPK mengung
Kapkan tezhadap 9 LKPD,
BPK memberlkan Opini
Tapa Pengecualian atas
1 dengan persentase 11
persen LKPD. Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WDP)
atas 7 alaw 78 persen LKPD.

‘Sementaa Opini Tidsk
Memberikan Pendapat
(TMP) memberikan 11
persen atau 1 LKPD. Pada
279 0bjek P, BPKmeny-
impulkantancangansystem.
pengendallan nternal (SF1)
atas 2 objek pemeriksain
Sudah sesuai dan 3 objek

1

pemeriksaan cukup sesual,

abjek pemeriksaun be-
fum sepenubnya sesusi,
sorta 41 objok pemeriksaan
ik sesual dengan keten-
tuan peraturan perundang
—undangan.

Berdasarkan LHP yang
disampaikan BPK kepada
DD RI, maka Komite IV
schagai alat kelengkapan
1PD) yang membidangt
Kenangan negara meng-
gelar FGD gunn meninda-
Klanjuti hasil pemeriksaan
BPK, Tujuannya adalsh
mendapatkan Uata, ngga
pan dan penjelasan secara
langsung teatang opinidan
(emian - temuanoys.

Disamping itu, DPD
memperoleh masukan
mengenai kendala dan
wsdlan dalam dak lan.
ot temuan - remuan BPK.
Kemudinn dukungan sub-
stansi bagi penyempur
naan kualitas pengelolaan
Keuangan negara. DI sisi
ain dapat merinis sinerg
pengawasan tindak lanjul
hasi pemeriksaan BPK oleh
lembaga perwakilan dalam
el i DPD dan DPRD.

Usai pemaparan, keg-
tatan dilanjuikan dialog
antara peserta dengan
Kertun Komite IV DPD Rl
Afieb Pacindan. Angaots
Kamite IV DPD KI Dapil
Sulteng Shaleh Muharmad
Aljuf, Sal Abll Gubermar
usdi Rioeh, Ketwa BPK R
Perwakilun Sulteng Bayu

barcha serta akademis
darl Universitas Tadulako
(Untad).oon





